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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama St abat yang mereriksa dan
mengadil i perk ara tertentu pada tin gkat pertama dal am
persidangan Hakim Majelis telah

menj atuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini

dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat , umur 41 tahun, agama I slam,
Pendidikan SD, pekerjaan Pedagang,
Kewar ganegar aan I ndonesia, tempat tinggal di,
Kabupaten Langkat, sel anjut nya disebut seb agai
Penggugat ;

LAWAN

Tergugat , umur 47 tahun, agana I sl am, pendidikan
SIWP, pekerj aan Wraswasta, Kewar ganegar aan
I ndonesia, tempat tinggal di, Kota Binjai, selanjut nya

disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama terse but.

Telah membaca ber kas perkara yang
bersa ngkut an. Telah mendengar

ket erangan Penggugat.

Telah meneliti bukti sur at dan mendengar keterangan saksi- saksi
Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARA

Peng gugat tel ah mengajukan gugatan cerai
secara tertulis dengan surat
gugatannya  berta nggal 29 Maret 2011 yang diterima
dan didaftar di Kepanitera an Pengadilan Agama Stabat di
bawah Register Normor : Pdt.G/2011/ PA.Stb pada tanggal 29

Maret 2011 dengan alas an - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14
Januari 2005 di Kecamatan

Tanjung Pura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
024/24/1/2005 tanggal 17

Januari 2005 yang dikel uarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamat an Tanjung Pura;
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat
adalah Janda dengan 2 (dua) orang anak, sedangkan
Ter gugat adalah Duda;
3. Bahwa setelah menikah  Penggugat dan Ter gugat
ti nggal bersama dirumah milik

Penggugat di al amat Penggugat tersebut di atas;
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pUtusan4marﬂgﬁmaQ§gpQ}g'&Qiilgh Penggugat dengan Tergugat telah

ber hubungan sebagaimana |ayaknya suami istri (ba’ da

dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak,
sekarang anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam

pengasuhan Ter gugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Ter gugat
pada awal nya berlangsung har monis, akan tetapi sej ak
akhir t ahun 2006 t anpa sebab dan al asan yang

jelas Tergugat pergi neninggalkan Penggugat dari rumah
t empat ti nggal ber sama, sekarang Penggugat ket ahui
Tergugat ti nggal dengan orang tua Tergugat di al amat
Tergugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini
Tergugat tid ak pernah kembali serta tid ak nenenuhi naf kah
wajib  kepada Penggugat sudah 4 (enpat) tahun |ebih
| amanya, namun demiki an antara Penggugat dengan Tergugat

belum per nah ber cerai;

6. Bahwa atas permasal ahan rumah tangga Penggugat dengan
Ter gugat t er sebut pihak kelu ar ga tel ah ber upaya
mendaneik an, namun ti dak ber hasil;

Bahwa ber dasar kan al asan-al asan tersebut, Penggugat nerasa
kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tid ak mungkin
rukun lagi dan Penggugat nmemohon kepada Ketua Pengadil an
Agama Stabat Cg. Mjelis Hakim yang nenyidangkan gugatan
Penggugat untuk  nenetapkan hari sidang serta nemanggil

Penggugat dan Ter gugat sel anjut nya nmeneriksa dan
nengadili dengan nmenjatuhkan putusan yang anmarnya sebagai
berikut:

a. Mengabulk an gugat an Penggugat;
b. Menj atuhk an tal ak satu bain shugra terhadap Penggugat

c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan
peraturan dan perundang- undangan yang ber | aku;

Untuk peneriksaan perkara ini Maj elis Hakim tel ah
memanggil Penggugat dan Ter gugat untuk hadir di
per sid angan, panggil an- panggil an t er sebut

tel ah disampaik an secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah dit entukan Penggugat hadir
secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir
dan  tid ak pula mengutus orang | ain sebagai waki |
atau kuasanya yang sah, meskipun ber dasar kan relaas
panggil an Nomor Pdt . G/2011/ PA.Stb. yang di bacakan di
per si dangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata bahwa ketid akhadiran Tergugat tersebut

dis ebabkan suatu al asan yang dibenar kan undang- undang;

Tergugat tid ak hadir di persidangan, nmeka nedi asi
tid ak dapat dil aksanakan dan peneriksaan ter hadap perkara
ini dapat dil anjutk an;

Maj elis Hakim tel ah nenasehati Penggugat agar ber danai
dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
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pUtusa”-ma%@migé%”rgm%@éﬁau Penggugat agar berdamai dengan

Tergugat tid ak berhasil, neaka dibacakan gugatan Penggugat

yang dalil -dalil nya tetap di pertahankan Penggugat;

Untuk nmemper t ahankan dalil -dalil gugat an
Penggugat, Penggugat tel ah mengajuk an
bukti tertulis berupa  fotokopi Kutipan  Akta Nik ah
Nomor 024/24/1/2005 tanggal 17 Januar i 2005 yang

dik eluar kan ol eh Kantor Urusan Agama Kecamatan yang tel ah
dibubuhi nmeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan
asli nya di persidangan ol eh Hakim Ketua Mjelis ternyata
cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hit am dan
nenandat angani nya pada sudut kanan at as;
Maj elis Hakim tid ak dapat nengkonfirmasik an bukti tertulis
Penggugat kepada
Tergugat karena Tergugat tid ak hadir di persidangan;

Sel ain  nmengajuk an  bukti tertulis tersebut di atas,

Penggugat juga nenghadirkan dua orang saksi yang masi ng-
masi ng bernama saksi | ( saksi bertetangga dengan Penggugat
dengan jarak rumah 20 neter) dan  saksi 11 (saksi

ber t etangga dengan Penggugat dengan jarak rumah 30 neter)
kedua saksi mana telah nemberikan keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. saksi |
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adal ah suami ist eri;

— Bahwa Penggugat nenikah dengan Tergugat |ebih dari 6
tahun yang lalu, karena saksi ber t et angga dengan
Penggugat dan  Tergugat sejak awal t ahun 2007,
Penggugat dan Tergugat sudah nenik ah;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;

— Bahwa Penggugat dengan Tergugat tid ak satu runaeh | agi sejak akhir
t ahun 2007;
— Bahwa saksi nenget ahui  Tergugat pergi neninggal kan
Penggugat sehari setelah Tergugat pergi karena sejak
saat tersebut saksi tidak pernah nelih at Tergugat | agi
pul ang ke rumah Penggugat sanpai dengan saat sekarang
ini;
— Bahwa saksi tid ak tahu kemamna perginya Tergugat;

— Bahwa tid ak ada | agi yang akan dis ampaik an saksi;

Ket era ngan saksi Penggugat t er sebut di at as
tel ah dikon fi rmasik an kepada Penggugat, Penggugat
membenar kannya dan nmenyat akan tid ak keberat an
dengan ket erangan saksi Penggugat t er sebut,

sedangkan kepada Tergugat tid ak dapat

dikorf irmasik an karena tidak hadir dipersidangan;
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— Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adal ah suami ist eri;
— Bahwa Penggugat meni kah dengan Tergugat |ebih 6 tahun yang |alu;

— Bahwa setel ah nmenik ah Penggugat dan Tergugat ting gal di rumah
Penggugat;
— Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah | agi

sej ak akhir tahun 2007, karena Tergugat telah pergi

neni nggal kan Penggugat;

— Bahwa saksi nmengetahui kepergian Tergugat seminggu
setel ah  Tergugat pergi meninggal kan Penggugat dan
tidak pernah nelihat Tergugat ti nggal di rumah
Penggugat sampai sekarang ini;

— Bahwa saksi tidak pernah lagi nelihat Tergugat ada

dat ang nmenemui Penggugat sampai saat ini;
— Bahwa saksi tid ak nenget ahui kenana pergi nya Ter gugat;

— Bahwa tid ak ada | agi yang akan dis ampaik an saksi;

Ket era ngan saksi Penggugat t er sebut di at as
tel ah dikon firmasik an kepada Penggugat, Penggugat
membenar kannya dan nmenyat akan tid ak keberat an
dengan ket erangan saksi Penggugat t er sebut,

sedangkan kepada Tergugat tid ak dapat

dikonfirmasik an karena tidak hadir dipersidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpul annya secar a
lisan di persidangan pada tanggal 14 Juni 2011, yang pada
pokoknya nenyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan
mohon gugat an dik abulk an;

Ter gugat tid ak menyampaik an kesimpul an kare na
Ter gugat tid ak hadir di per sid angan;

Untuk memper si ngkat uraian putusan ini, cukupl ah
Maj elis Hakim nenunjuk berita acara sidang merupakan bagi an
yang tid ak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTI MBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tuju an
gugat an Penggugat adal ah sebagaimana yang telah
diuraik an di dal am bagi an duduk per kar a;

Menimbang, bahwa untuk peneriksaan perkara ini Mjelis
Hakim telah nemanggil Penggugat dan  Tergugat untuk hadir
di persidangan, sebagaimana yang dimaksud ol eh Pasal 55
Undang- Undang Nomor 7  Tahun 1989 dan Pasal 26
ayat (1) Peraturan

Penerint ah Nomor 9 Tahun 1975, panggil an-panggil an tersebut telah
dis ampaik an secara
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pUtusanrth&W%ﬂgug&)%ii%na yang dimaksud Pasal 26 ayat

(2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Penerint ah Nomor 9
Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada har i sid ang yang tel ah
dit entuk an Penggugat hadir di persidangan secar a in
person, sedangkan  Tergugat tid ak per nah hadir dan

tid ak pul a nengutus orang |lain sebagai wakil atau kuasanya

yang sah meskipun Dberdasarkan relaas panggil an Nonor
Pdt.G/2011/ PA.Stb. yang dib acakan di per sid angan
Ter gugat tel ah dipanggil secara resmi dan patut, tidak

ternyata bahwa ketid akhadiran Tergugat tersebut disebabkan

suatu al asan yang di benar kan undang- undang;

Menimbang, bahwa ol eh kare na Ter gugat tid ak
hadir di per sid angan, nmaka ber dasarkan Pasal 7 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang
Pr osedur Medi asi di Pengadil an, Maj elis Haki m
ber pendapat kewaji ban nediasi tid ak dapat dil aksanakan;

Menimbang, bahwa Mjelis Hakim telah nmenasehati
Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang
dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradil an Agama,
akan tetapi upaya Mjelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ber dasar kan gugat an Penggugat,
ternyata Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dengan
al asan Tergugat telah pergi neninggalkan Penggugat |ebih
dari dua tahun | anmanya;

Menimbang, bahwa meskipun tid ak ada yang
keber at an t er hadap keabsahan per kawinan Penggugat dan
Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah probationis
causa, sebagaimana  di atur dal am Pasal 7 ayat (1)
Kompil asi Hukum Isl am yang nenyatakan bahwa perkawinan
hanya dapat dibuktik an dengan akta nikah, nmaka Majelis
Hakim ber pendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat

bukti dal am perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat nmengajukan bukti tertulis
ber upa fotokopi Kutipan Akta Nik ah (P.1) at as nama
Penggugat dan  Ter gugat yang telah dibubuhi met erai
secukupnya dan telah disesuaik an  dengan aslinya di
persid angan ol eh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang

mener angkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adal ah

suami ist eri dan belum pernah bercerai, Maj el is  Hakim
ber pendapat bukti P.1 tel ah menmenuhi syarat formil dan
mat eril al at bukti surat, ol eh kare nanya akan

dip ertimbangkan | ebih | anjut;

Menimbang bahwa berdasar kan al at bukti P.1 yang tel ah
menenuhi  syarat formil dan materil alat bukti surat yang
menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adal ah suami
ist eri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim
ber pendapat sepanj ang

hubun gan hukum antara Penggugat dengan Ter gugat,
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akan nmempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan

Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah
mengajuk an al at bukti dua orang saksi yang bernama saksi |
( saksi bertetangga dengan Penggugat dengan jarak rumah 20
meter) dan saksi Il (saksi bertetangga dengan Penggugat
dengan jarak rumah 30 neter) ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat ber nama saksi | yang

nmenerangkan bahwa

Tergugat telah pergi neninggalkan Penggugat tanpa seizin
Penggugat sej ak akhir tahun

2007 dan sampai dengan saat sekarang ini tidak pernah
kenbali lagi kepada Penggugat keterangan saksi tersebut
did asar kan atas penget ahuan saksi sendiri;
Menimbang, bahwa saksi Penggugat ber nama saksi |l yang
nmenerangkan bahwa

Tergugat telah pergi neninggalkan Penggugat tanpa seizin
Penggugat sej ak akhir tahun

2007 dan sampai dengan saat sekarang ini tidak pernah
kembali | agi kepada Penggugat keterangan saksi tersebut

did asar kan atas penget ahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah nengajukan dua orang
saksi bernama saksi | dan saksi Il yang berasal dari
tetangga Penggugat dan Tergugat yang nmasing-masi ng saksi
adal ah cakap bertindak, tidak terhalang nmenjadi saksi,
tel ah nemberikan keterangan di depan persidangan di bawah
sumpahnya, nmaka Mjelis Hakim ber pendapat ber dasar kan Pasal
171, Pasal 172 dan Pasal 175 R Bg. keterangan dua orang
saksi yang diajukan Penggugat telah nenenuhi syarat formil
alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan |ebih

| anjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat ber nama
saksi | dan saksi Il yang telah nmemberikan keterangan
tentang Tergugat telah pergi neninggalkan Penggugat sejak
4 tahun yang lalu (akhir tahun 2007 sampai dengan saat
sekarang ini ), keterangan saksi — saksi tersebut berdasarkan
penget ahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara
saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat
berdasarkan Pasal 309 R Bg. keterangan dua orang saksi
Penggugat t er sebut telah nmenenuhi syarat materil alat
bukti saksi;

Menimbang, bahwa ol eh karena Penggugat tel ah nmengajuk an

dua orang saksi yang tel ah nmenmenuhi syarat formil dan
materil al at bukti saksi, maka Maj elis Hakim
ber pendapat bukti saksi yang di ajuk an Penggugat

tent ang Ter gugat mening galk an Penggugat 4 tahun |amanya
tel ah nmencapai batas minimal pembukti an al at bukti saksi,

kare nanya Penggugat telah nmampu membuktik an
dalil -dalil gugatannya;
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pUtusa”-mah\%ﬁmmgunga%-iq ent ang Ter gugat nening gal kan

Penggugat t anpa izin Penggugat sejak 4 tahun yang lalu

sampai dengan saat sekarang ini oleh Majelis Hakim akan
nemper timbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum  pembukti an dik enal
ada tiga macam cara pengakuan, yaitu pengakuan dengan
tegas, membantah tanpa al asan dan berdiam diri tid ak membela

kepenti ngannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara
resmi dan patut tid ak hadir dan tid ak ternyata
ketid akhadi r an Ter gugat dis ebabkan al asan yang
dib enar kan undang-undang, neka Majelis Hakim ber pendapat

Tergugat telah berdiamdiri;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah berdiam diri,
maka ber dasarkan cara pengakuan yang di atur dal am
hukum pembukti an yang menyat akan ber di am diri
mer upakan sal ah satu cara pengakuan, nmeka Mjelis Hakim
ber pendapat Tergugat telah nengakui dalil gugat an
Penggugat yang menyat akan Tergugat telah neninggal kan

Penggugat tanpa izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa karena  Tergugat mengakui tel ah
neni nggal kan Penggugat tanpa izin Penggugat sejak 4 tahun
yang lalu sampai dengan saat sekarang ini, nmaka Majelis
Hakim ber pendapat ber dasar kan ketentuan Pasal 311 R Bg.
yang nenyatakan kekuatan pengakuan sebagai  bukti yang
| engkap, Penggugat telah nmampu nmembuktik an dalil gugatannya
bahwa Ter gugat telah neninggal kan Penggugat tanpa izin
Penggugat sudah 4 tahun |ananya;

Menimbang, bahwa ol eh karenanya Penggugat telah nampu
nmembukti kan dalil- dalil gugatannya tentang Tergugat telah
meningg alk an Penggugat 4 t ahun | amanya tanpa izin
Penggugat, maka Majelis Hakim ber pendapat gugat an Penggugat
tel ah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf b
Peraturan Pererint ah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
116 huruf b Kompil asi Hukum |sl am, karenanya gugatan

Penggugat tel ah beral asan dan tid ak nel awan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara
resmi dan patut, tidak pernah hadir dan tid ak pula nengutus
orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tid ak
ternyata ketid akhadiran Tergugat tersebut disebabkan al asan
yang dibenarkan oleh wundang-undang, naka Majelis Hakim
ber pendapat Tergugat harus di nyatakan tid ak hadir;

Menimbang, bahwa ol eh kar ena gugat an Penggugat
telah beralasan dan tidak nelawan hukum yang dihubun gkan
dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di
per sid angan  yang di kaitk an dengan tid ak terdapatnya

catatan dalam bukti P.1 yang nenyat akan bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, nmaka
Mj elis

Hakim ber pendapat ber dasar kan Pasal 150 R Bg. dan Pasal 119 ayat (2)
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pUtusa”Wkﬁéﬂﬁﬂa&%grﬁ%L@akan bahwa talak yang dij atuhkan

Pengadil an adalah talak ba’in sughra, maka Majelis Hakim

ber pendapat gugatan Penggugat agar Tergugat nenjatuhk an
tal ak satu bain sughra t er hadap Penggugat patut

dik abulk an dengan tanpa hadirnya Tergugat (verst ek);

Menimbang, bahwa untuk tercipt anya tertib administ rasi
sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULD LAG MARI Nomor
28/ TUADA AG/X/2002 tanggal 22 Oktober
2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk
mengi rimkan salin an putus an sebagaimana yang terdapat dal am
Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradil an
Agama, meka Majelis Hakim berpendapat perlu nenerint ahkan
Panit era untuk nmengirimkan salinan putusan yang telah
ber kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
yang nmewil ayahi tempat ti nggal Penggugat dan Ter gugat
serta Pegawai Pencatat Nikah tenpat perkawinan Penggugat

dengan Tergugat dil angsungkan;

Menimbang, bahwa ber dasar kan gugat an Penggugat
ternyata Penggugat ber domisil i di
Kecanmatan  Tanjung Pura dan  Tergugat ber domisili di

Kecamatan Binj ai Utara yang dihubungkan dengan perkawinan
Penggugat dengan Tergugat dil angsungkan di Kecamatan Tanjung
Pura, maka Mjelis Hakim berkesimpul an Panit era Pengadil an
Agama St abat nengirimkan salin an putus an ke Pegawai Pencat at
Nikah Kecamatan Tanjung Pura dan Pegawai Pencatat N kah
Kecanmatan Binj ai Utara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjel asan pasal demi

pasal, Pasal 49 huruf a

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Undang Undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradil an Aganm, naka perkara ini
termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan
ket entuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradil an Agama, semua biaya perkara
dib ebankan kepada Penggugat:
Mengi ngat :
1. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 309 dan
Pasal 311 R Bg.;

2. Pasal 19 huruf b Peraturan Penerint ah Nomor 9 Tahun 1975;

3. Pasal 116 huruf b Korpil asi  Hukum |sl am dan
Pasal 119 ayat (2) huruf c¢ Kompil asi Hukum
I'sl am dan segal a peraturan yang berkait an

dengan perkara ini;
MENGADI LI

1. Menyatakan Tergugat yang tel ah dipanggil secara resmi
dan patut untuk nenghadap di persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulk an gugatan Penggugat
dengan verst ek.

3. Menj atuhkan talak satu ba'in sughra
Tergugat terhadap Penggugat.
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pUtU53”4mahKQmaﬁaag\H£}9-9&1itdera Pengadil an Agama Stabat untuk

nengi rimkan salinan putusan ini yang telah ber kekuat an

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecanatan untuk
di adakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk
itu.

5. Membebankan kepada Penggugat untuk nenbayar senua biaya
yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini
dihitung sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh

satu ribu rupiah).

Demiki an putus an ini dij atuhk an di Pengadil an
Agama St abat dal am sid ang musyawarah Majelis Hakim pada
hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 MI adiyah, bertepatan
dengan tanggal 26 Rajab 1432 Hijri yah, ol eh kami Dra.
Msnah, SH sebagai Hakim Ketua Mjelis, Nusri Batubara,
S.Ag. SH dan Husni, SH nasing-masing sebagai Hakim Anggota
Maj elis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Msnah, SH
sebagai Hakim Ketua Mjelis dengan dihadiri Nusri Batubara,

S.Ag. SH dan Husni, SH. nasing-masing sebagai Hakim
Anggota Majelis, dibantu ol eh Khairuddin, SHI sebagai
Panit era Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya
Ter gugat;
Hakim Ketua
Mpj elis,
Dra. Misnah,
SH.
Hakim Anggota Majelis, Hakim Anggot a
Mj elis,
Nusri Batubara, S.Ag, SH Husni, SH.
Panit er a
Pengganti,
Khai r uddin,
SHI .

Hal 9 dari 10 hal Putusan No. Pdt.G/2011/ PA.Stb.
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putusangna{tiam aag Basa 1d

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

2. Biaya ATK Rp. 35.000,-

3. Biaya panggil an Rp. 375.000, -

4. Hak redaksi Rp. 5.000,-

5. Meterai Rp. 6.000, -
Juml ah Rp. 461.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupi ah)
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